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KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR '. 487.22 t;l TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPANTIMPELAKSANAPEJABATPENGELoLAINFoRMASIDAN
DOKUMENTASI (PPID) PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2023

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPTL

KABUPATEN KARANGANYAR

lvlenimbang a bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi pada

Badan publik, pemerintah Kabupaten Karanganyar telah ditetapkan

peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 Tentang

Pedoman Pengelolaan Dan Pelayanan lnformasi Dan

Dokumentasi;

bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan

melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi

menuju pelayanan informasi yang cepat' mudah dan wajar di

lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten

Karanganyar, perlu menetapkan Pejabat Pengelola lnformasi dan

Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa

Tengah;
Undang-Undang Nornor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nornor 75,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nornor 3851);

Undang-Undang Nornor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

lnformasi Publik (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun

2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor  8a6);

Undang-Undang Nornor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nornor 112,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nornor 5038);

Undang-Undang Nornor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nornor 112,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5071);
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b Undang-Undang Nornor 12 Tahun 201 1 tentang Pembentukan

PeratuianPerundang-undangan (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nornor 5234);

Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nornor

244, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nornor

isaz; seoagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

UnOangUnaing Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

atas UiOang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2015 Nornor

ii, f".furtun Lembaran Negara Republik lndonesia Nornor 5679);

Peraturan Pernerintah Nornor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nornor 165'

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nornor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

lnformasi Publik (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun

ioto Norno, gg, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nornor 5149);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik lndonesia Nomor 3

Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan lnformasi

danDokumentasiKementerianDalamNegeridanPernerintahan
Daerah;

11. Peraturan Komisi lnformasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar

Layanan lnformasi Publik;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nornor 16 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Karanjanyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun

2016 Nornor 16).

13. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 Tentang

Pedoman Pengelolaan Dan Pelayanan lnformasi Dan Dokumentasi

(Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun2Ol7 Nomor 24)'
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MEMUTUSKAN:

MenetaPkan

KESATU MembentukTimPelaksanaPejabatPengelolalnformasidan
Dokumentasi pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Kaianganyar Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan

sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini'

Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas :

a. eidarig Pelayanan lnformasi dan Pengelolaan informasi:

b. Bidang Pendokumentasian dan arsip;

c. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa'

Uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KEDUA' tercantum

dalam LamPiran ll KePutusan ini'
KETIGA

KEDUA :



KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

Struktur Organisasi Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU,
tercantum dalam Lampiran lll Keputusan ini.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Karanganyar.
Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal djtetapkan hingga
31 Desember 2023 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan
dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal tl Januati 2023
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL

TEN KARANGANYAR

WANTOJUNAI



LAII/PIRAN I :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR : 487.22 1 51 TAHUN 2023
TANGGAL : ZI JANUARI 2023
TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTAST (PP|D) PADA DTNAS

KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORTVIASI DAN

DOKUTUENTASI PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN

KARANGANYAR TAHUN 2023

NO JABATAN DALAM TIIU NATVIA /JABATAN DALATVI DINAS KETERANGAN

1 2 3 4
1 Penanggungjawab Kepala Dinas

2 Ketua Sekretaris Dinas

3 Sekretaris

4 Bidang Pelayanan lnformasi dan Pengelolaan informasi;

a. Koordinator Kabid. Pelayanan Pendaftaran
Penduduk

b. Anggota 1. Analis Kebijakan Bidang
Pelayanan Pendaftaran
Penduduk

2. Santoso Noto Budi, S.Kom.
3. Sri Wahyuni, S.Sos.,M.M.
4. Mulyanto, S.E.
5. Nurcahyo Dwi Nugroho, S.Kom.
6. Wulan Sari Nur Romadhoni,

S.Tr. Sos.
Bidang Pendokumentasian dan arsip;

a. Koordinator Kabid. Pelayanan Pencatatan Sipil

b. Anggota 1. Kasubag Umum
2. Analis Kebijakan Bidang

Pelayanan Pencatatan Sipil
3. Arsiparis
4. Sumardiyanto, S.E.
5. Ruspantoro Aji, S.Sos.
6. lka Ratnasari Putri,S.Pd.

6 Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa

a. Koordinator Kabid. PIAK dan Pemanfaatan
Data

b. Anggota 1. Analis Keb'rjakan Bidang PIAK &
Pemanfaatan Data

2. Katijan, S.E.
3. Sri Hananingrum, S.Kom.
4. Wijiatmoko, S.Sos.

Oksiana lrawati, A.tvld.

5.



5. Sulardi
6. Eriek Novandika Triandono,

S.E.
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LAMPIRAN II :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR : 487.22 I $l TAHUN 2023
TANGGAL . 7I JANUARI 2023
TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PADA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2023

URAIAN TUGAS TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUIVIENTASI PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN

KARANGANYAR TAHUN 2023

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL

KARANGANYAR

o. URWANTO

i

NO TI]VI PELAKSANA URAIAN TUGAS

1 2 3

I Bidang Pelayanan
lnformasi dan
Pengelolaan
informasi;

a. Menyediakan layanan informasi dan dokumentasi yang

ada untuk diakses dan/atau dimohon oleh masyarakat.
b. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;

c. Melakukan pemuthakiran informasi dan dokumentasi;
d. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk

disampaikan PPID ;

e. [Vlemberikan laporan tentang pengelolaan informasi
kepada Pelaksana PPID secara berkala;

e. Pengklarifikasian informasi yang terdiri dari :

- informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara
berkala;

- informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;

- informasi yang wajib tersedia setiap saat;
- informasi yang dikecualikan.

2 Bidang
Pendokumentasian
dan arsip;

a. Mengkoordinasikan dan mengkosolidasikan pengumpulan

bahan informasi dan dokumentasi;
b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan

memberi pelayanan informasi yang ada di lingkungan
kepada publik.

3 Bidang Pengaduan
dan Penyelesaian
Sengketa

a. Memberikan pertimbangan hukum kepada Pelaksana
PPID dalam menerima atau menolak permohonan

informasi dari masyarakat;
b. Membantu dan memberikan pertimbangan hukum kepada

PPID dalam menyelesaikan pengaduan dari masyarakat
yang terkait dengan informasi publik;

c. Melakukan kajian/telaah hukum dalam hal terjadi sengketa
informasi publik.
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